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ABSTRAK 

 

 Bancassurance merupakan bentuk kerja sama antara bank dan perusahaan 

asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui jaringan perbankan. 

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik bancassurance harus 

berlandaskan pada prinsip kejelasan akad dan keterbukaan informasi sebagaimana 

diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 

139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip 

Syariah, yang memperbolehkan penggunaan akad ij𝑎̅rah, wakālah bi al-ujrah, dan 

ju‘ālah sesuai dengan konteks kerja sama yang dijalankan. Namun, dalam 

praktiknya di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman, ditemukan 

permasalahan mengenai penetapan ujrah (imbalan jasa) yang berasal dari kotribusi 

awal nasabah tidak dicantumkan secara jelas dalam cover note asuransi. 

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hak nasabah dalam 

mengajukan keberatan atau gugatan, serta status hukum akad yang digunakan 

apakah mengandung unsur garar (ketidakpastian) atau tidak karena berpotensi 

mempengaruhi keabsahan transaksi secara syariah.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan 

pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif analitik yang dalam pengumpulan datanya menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bancassurance di PT Bank 

Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman bekerja sama dengan PT Asuransi 

Jiwa Syariah Al Amin menggunakan model bisnis referensi. Pola hubungan hukum 

ini menempatkan bank bukan hanya sebagai agen pemasaran, melainkan juga 

sebagai pihak yang memiliki kepentingan bisnis dalam menjaga risiko pembiayaan. 

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021, akad yang 

digunakan adalah akad ju‘ālah, di mana bank memperoleh ujrah sebagai bentuk 

imbalan atas keberhasilan mencapai target pemasaran produk pembiayaan yang 

disertai asuransi. Karena ujrah dalam akad ju‘ālah merupakan hasil dari 

kesepakatan bisnis antara bank dan perusahaan asuransi, maka nasabah tidak 

memiliki hak untuk mengetahui secara rinci besaran ujrah maupun mengajukan 

gugatan terhadapnya, sebab nasabah tidak termasuk pihak dalam akad tersebut. 

Dengan demikian, ketidaksingkronan informasi ujrah pada cover note tidak dapat 

dikategorikan sebagai garar yang merusak akad, selama manfaat dan kewajiban 

peserta dijelaskan secara transparan sesuai prinsip syariah. 

 

Kata Kunci: Bancassurance, Ujrah, Akad Ju‘ālah 
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ABSTRACT 

 

Bancassurance is a form of collaboration between banks and insurance 

companies in marketing insurance products through the banking network. From the 

perspective of Islamic economic law, the practice of bancassurance must be based 

on the principles of contractual clarity and information transparency, as stipulated 

in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-

MUI) No.139/DSN-MUI/VIII/2021 concerning the Marketing of Insurance 

Products Based on Sharia Principles, which permits the use of ijārah, wakālah bi 

al-ujrah, and ju‘ālah contracts according to the context of cooperation. However, 

in practice at PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman, problems 

were found regarding the determination of ujrah (service fee) derived from the 

customer’s initial contribution, which was not clearly stated in the insurance cover 

note. This uncertainty raises questions regarding the customer's right to submit 

objections or lawsuits, as well as the legal status of the contract whether it contains 

elements of garar (uncertainty) or not, as it potentially affects the validity of the 

transaction under Sharia law. 

This research is a field study that uses a normative juridical approach. The 

research method applied is descriptive analytical, and data were collected through 

observation, interviews, and documentation. 

The results of this study show that the bancassurance practice at PT Bank 

Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman, in collaboration with PT Asuransi 

Jiwa Syariah Al Amin, uses a referral business model. This legal relationship 

positions the bank not only as a marketing agent but also as a party with a business 

interest in managing financing risks. Referring to DSN-MUI Fatwa No.139/DSN-

MUI/VIII/2021, the contract used is ju‘ālah, in which the bank receives ujrah as a 

reward for successfully achieving marketing targets for financing products linked 

to insurance. Since ujrah in ju‘ālah is the result of a business agreement between 

the bank and the insurance company, customers have no right to know or to sue 

regarding the amount of ujrah, as they are not parties to the contract. Therefore, the 

inconsistency of ujrah information in the cover note cannot be classified as garar 

that invalidates the contract, as long as the benefits and obligations of the 

participants are explained transparently in accordance with Sharia principles. 

 

Keywords: Bancassurance, Ujrah, Ju‘ālah Contract 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan Transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q ki ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha’ H ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ Y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah a a ـَ
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 Kasrah i i ـِ

 Ḍammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

يْ ..َ.. Fatḥahْdan ya’ ai a dan u 

  Fatḥah dan wau au a dan u وْ ..َ..

 

Contoh: 

 kataba  كَتبََْ -
 fa`ala  فعََلَْ -
 suila  سُئِلَْ -
 kaifa  كَي فَْ -
لَْ -  haula حَو 

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

ى..َ..ْا..َ.. Fatḥah dan alif atau ya ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى..ِ..

 Ḍammah dan wau ū u dan garis di atas و..ُ..ْ

 

Contoh: 

 qāla  قَالَْ -
 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِ لَْ -



xii 
 

 

 

لُْ -  yaqūlu  يَقوُ 
 

D. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: 

1. Tā’ Marbūṭah hidup 

Tā’ marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan 

ḍammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Tā’ Marbūṭah mati 

Tā’ marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

 

Contoh: 

ضَةُْ - فَالِْرَؤ  الأطَ    rauḍah al-aṭfāl / rauḍahtul aṭfāl 

رَةُْال مَدِي نَةُْ - ال مُنَوَّ   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  

  munawwarah 

 ṭalhaḥ    طَل حَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

 

Contoh: 

لَْ -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البرِْ  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

 

Contoh: 

جُلُْ -  ar-rajulu   الرَّ

 al-qalamu  ال قَلمَُْ -

سُْ -  asy-syamsu  الشَّم 

 al-jalālu  ال جَلالَُْ -

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

 

Contoh: 

 ta’khużu تأَ خُذُْ -

 syai’un شَيئْ  -
ءُْ -  an-nau’u النَّو 
 inna إِنَّْ -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

 

Contoh: 

ازِقيِ نَْخَي رُْفَهُوَْاللَْإِنَّْوَْ - الرَّ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

مِْ - رَاھَااللِْبِس  سَاھَاوَْمَج  مُر    Bismillāhi majrehā wa mursāhā 
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I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama 

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

 

Contoh: 

دُْ - ال عَالمَِي نَْرَب ِْللِْال حَم    Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

منِْ - ح  حِي مِْالرَّ الرَّ   Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm 

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

 

Contoh: 

رْ اللُْ - رَحِي مْ غَفوُ    Allaāhu gafūrun rahīm 

- ِْ رُْلِِ  جَمِي عاًالأمُُو    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

 

حِي مِْ مٰنِْالرَّ ح  مِْاللِْالرَّ  بسِ 

سَلِينَ،ْنبَيِ نَِاْمُْ نَ بيَِاءِْوَال مُر  رَفِْالأ  لَاةُْوَالسَّلَامُْعَلَىْأشَ  ِْال عَالمَِينَ،ْوَالصَّ ِْرَب  دُْلِِه ْوَعَلَْال حَم  د  بِْحَمَّ هِْىْآلِهِْوَصَح 

مَعِينَْ اْبعَ دُْْ،أجَ   .أمََّ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul Penetapan Ujrah 

Bancassurance di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman 

(Perspektif Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang 

Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah) sebagai salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H.) di Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi 

Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia 

hingga akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya 

penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, 

penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., MM. selaku Dosen Pembimbing yang 

dengan sabar membimbinsg, mengarahkan, serta memberikan masukan kepada 

penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. 

5. Orang tua tercinta, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moril 

maupun materil, serta menjadi sumber semangat dalam setiap langkah penulis. 

Tanpa mereka skripsi ini tidak akan pernah selesai. 

6. Keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah memberikan 

dukungan, doa, dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini. 
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penyelesaian skripsi ini. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Indonesia sebagai salah 

satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk 

menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Hal itu dibuktikan 

dengan eksistensi perbankan syariah yang memainkan peranan penting sebagai 

fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. 

Perbankan syariah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang selalu 

memperhatikan dan menghindari segala bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengandung unsur riba, garar, dan maisir. Produk-produk perbankan syariah 

akan selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya, dan sejalan dengan hal 

itu, ketentuan-ketentuan mengenai produk perbankan syariah juga harus diatur 

secara kompleks sesuai dengan prinsip syariah. Hal itulah yang menjadi 

urgensi kesiapan perbankan syariah dalam mengembangkan regulasi yang 

komprehensif, instrumen produk yang inovatif, serta mekanisme operasional 

yang selaras dengan prinsip syariah. Tentunya dengan adanya perbankan 

syariah, masyarakat akan lebih memilih menggunakan produk perbankan ini 

dari pada produk-produk perbankan lainnya yang bersifat konvensional.  

Perasuransian di Indonesia sendiri menjadi jasa yang sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat karena dianggap memiliki banyak kepentingan dan manfaat, 
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salah satunya adalah asuransi dapat membantu masyarakat dalam mengatasi 

resiko yang dihadapinya. Kehadiran asuransi memberikan jaminan kepastian 

bagi individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan dalam menghadapi 

potensi kerugian yang timbul akibat peristiwa di luar kendali manusia, seperti 

kecelakaan, bencana alam, atau risiko usaha. Asuransi adalah suatu 

kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan 

menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan 

dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang 

yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk 

menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi dan menimpa seseorang serta 

membawa kepada kerugian.1 Dalam hal meningkatkan produk asuransi, 

perusahaan asuransi menggunakan berbagai cara untuk memasarkan produk 

asuransinya. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan 

memasarkan produk melalui layanan perbankan, kegiatan ini dikenal dengan 

kegiatan bancassurance. Bancassurance merupakan produk kemitraan antara 

bank dengan perusahaan asuransi. Pada konsep ideal menurut regulator, Bank 

bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk 

asuransinya yang nantinya bank mendapatkan imbalan (fee) atau ujrah dari 

pemasarannya.2 Namun, dalam praktik bancassurance pada produk 

pembiayaan bank, fungsi bank tidak hanya sebagai pemasar, tetapi juga sebagai 

                                                           
1 Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah, cet. ke-1 (Jakarta: Gaung Persada Press 

Group, 2014), hlm. 1. 

2 Fitriya Handayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bancassurance di Bank BNI 

Cabang Cilegon,” Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin (2020), hlm. 44. 
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pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberadaan polis asuransi, 

karena polis tersebut digunakan sebagai instrumen mitigasi risiko pembiayaan. 

Oleh sebab itu, keberadaan bancassurance dalam pembiayaan lebih 

menempatkan bank sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama, bukan 

sekadar wakil pemasaran dari perusahaan asuransi. 

Pengaturan mengenai bancassurance sendiri telah ada pada Salinan 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang 

Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank 

(Bancassurance). Adapun ketentuan yang berdasarkan prinsip syariah dalam 

kegiatan bancassurance ini sendiri secara garis besar tertulis dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No.139/DSN-

MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip 

Syariah. Sesuai dengan fatwa tersebut, akad utama yang digunakan dalam 

produk ini adalah akad wak𝑎̅lah bi al-ujrah yang dalam hal pemasar sebagai 

wakil dari perusahaan dan mendapat ujrah (fee) tetap.3 Bank mewakilkan 

perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransinya kepada nasabah 

yang nantinya pihak bank akan mendapatkan ujrah dari hasil promosinya 

secara langsung dari perusahaan asuransi. Akan tetapi, fatwa ini mensyaratkan 

bahwa ujrah diberikan atas dasar “jasa pemasaran”, sehingga keberlakuannya 

sangat bergantung pada apakah bank memang menjalankan fungsi wak𝑎̅lah 

secara substansial. Dalam praktiknya, khusus pada produk pembiayaan, 

                                                           
3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.139/DSN-MUI/VIII/2021 

Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, bag. Kelima, No. 3 point b. 
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kewajiban mengikutsertakan asuransi ditetapkan oleh bank sebagai syarat 

pembiayaan sehingga bank tidak lagi sekadar bertindak sebagai pemasar, tetapi 

sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap keberadaan polis. Hal 

ini menimbulkan argumentasi bahwa akad wak𝑎̅lah bi al-ujrah kurang tepat 

untuk menggambarkan hubungan kedua lembaga tersebut dalam konteks 

pembiayaan, dan lebih sesuai jika dianalisis sebagai akad ju‘ālah karena ujrah 

diberikan setelah tercapainya hasil berupa keberhasilan penyaluran 

pembiayaan yang disertai penutupan polis asuransi. 

Namun, sayangnya pengaturan mengenai mekanisme penetapan ujrah 

bancassurance belum diatur dalam fatwa maupun undang-undang secara rinci 

sehingga membuat prosedur penetapan ujrah ini menjadi kurang jelas secara 

hukum syariat. Hal tersebut terjadi pada prakteknya yang menimbulkan 

ketidakjelasan akad dalam kegiatan bancassurance ini. Ujrah yang diperoleh 

bank didapatkan dari biaya kontribusi yang dibayarkan nasabah tanpa 

disebutkan dan dijelaskan secara ẓ𝑎̅hir bahwa terdapat potongan ujrah bank 

baik pada saat akad ataupun pemberian surat rincian kontribusi dan nota 

penutupan asuransi (cover note). Hal tersebut bertentangan dengan apa yang 

telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI yaitu tidak adanya prinsip 

keterbukaan dan ketidakjelasan penyampaian informasi.4 Tanpa akad yang 

jelas dan tanpa adanya prinsip transparansi antara bank dengan nasabah dapat 

menimbulkan garar dan mais𝑖r̅ serta membuat nasabah yang tidak 

                                                           
4 Ibid., bag. Keempat, No. 1 point b-c. 
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mengetahuinya merasa dirugikan atas imbalan bank yang dikenakan dengan 

manfaat asuransi yang akan didapatkannya.  

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik bancassurance 

dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Ayu Novianti Kusuma Astuti 

(2013) menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai tanggung jawab hukum 

bank syariah sebagai agen pemasaran produk asuransi dalam skema kerja sama 

berdasarkan prinsip syariah. Sugeng Haryadi dan Akh. Yunan Athoillah (2017) 

mengkaji pengelolaan asuransi takaful pembiayaan di Bank BNI Boulevard 

Bukit Dharmo Surabaya yang dilaksanakan melalui akad wak𝑎̅lah bi al-ujrah 

dan akad tabarru‘. Sementara itu, Sucia Yossiramah (2019) meneliti 

pelaksanaan kerja sama bancassurance antara Bank Muamalat dan Unit Usaha 

Syariah Manulife Indonesia, termasuk kendala yang muncul akibat kurangnya 

pemahaman nasabah terhadap manfaat asuransi. Kemudian, penelitian Fitriya 

Handayani (2020) berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

bancassurance di Bank BNI Cabang Cilegon. Berbeda dari penelitian-

penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada 

kejelasan akad dan mekanisme penetapan ujrah dalam praktik bancassurance 

di perbankan syariah, sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang muncul 

ketika nasabah keberatan terhadap potongan ujrah yang dikenakan. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada bidang keilmuan 

hukum ekonomi syariah di sektor perbankan syariah dan membatasi 

pembahasan pada identifikasi akad dan hukum penetapan ujrah bancassurance 

yang belum diatur secara jelas dalam fatwa DSN-MUI apakah dapat dipotong 
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secara langsung dari kontribusi yang dibayarkan nasabah melalui bank atau 

tidak dan bagaimana cara pihak bank menyampaikan infomasi mengenai premi 

asuransi secara jelas kepada nasabah. Peneliti akan menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research) yang berfokus pada kerja sama antara PT 

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purwokerto 

Sudirman dan salah satu perusahaan asuransi, PT Asuransi Jiwa Syariah Al 

Amin, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yang dalam 

pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang penelitian memunculkan persoalan mengenai 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik penetapan ujrah bancassurance di PT Bank Syariah 

Indonesia KCP Purwokerto Sudirman? 

2. Bagaimana akad yang terjadi dalam perjanjian bancassurance di PT. Bank 

Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman?  

3. Bagaimana tinjauan hukum islam atas praktik bancassurance di PT Bank 

Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman perspektif fatwa DSN-MUI 

No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi 

Berdasarkan Prinsip Syariah? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah target pokok yang ingin dicapai dalam penelitian baik 

sebagai jawaban atas pertanyaan atau solusi atas permasalahan yang diteliti. 

Tujuan penelitian tersebut yaitu: 

1. Untuk mengetahui praktik penetapan ujrah bancassurance di PT Bank 

Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman 

2. Untuk mengetahui akad kerjasama antara PT Bank Syariah Indonesia KCP 

Purwokerto Sudirman dengan pihak asuransi dalam produk 

bancassurance 

3. Untuk memahami hukum penetapan ujrah bancassurance di PT Bank 

Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman ditinjau dari fatwa DSN-

MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi 

Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Adanya penelitian ini untuk menambah wawasan hukum ekonomi 

syariah pada produk perjanjian bancassurance  

b. Adanya penelitian ini untuk menambah wawasan dalam menetapkan 

prosedur ujrah bancassurance yang sesuai dengan prinsip syariah 

c. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memunculkan peraturan 

mengenai penetapan ujrah bancassurance yang sesuai dengan prinsip 

Syariah secara rinci 

2. Secara Praktis 
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a. Menambah pengetahuan yang lebih mengenai praktik bancassurance 

berdasarkan prinsip syariah khususnya pada penetapan ujrah bank 

yang didapat dari hasil pemasaran produk asuransi 

b. Memberikan penjelasan terhadap para nasabah terkait rincian 

kontribusi yang dibayarkan dan kaitannya dengan ujrah yang 

diberikan kepada pihak bancassurance 

c. Adanya penelitian ini untuk membantu Bank Syariah Indonesia 

sebagai pihak bancassurance agar selalu mengedepankan prinsip 

syariah dalam menjalankan produk usahanya. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian ini membutuhkan referensi-referensi dari beberapa hasil penelitian 

yang relevan untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian. Adapun 

beberapa hasil penelitian yang ditemukan yaitu: 

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Ayu Novianti Kusuma Astuti 

Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Syariah Selaku 

Agen Pemasaran Produk Asuransi dalam Skema Kerjasama Bancassurance 

Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Bancassurance Pada Bank Syariah X)” 

yang diterbitkan oleh Jurnal ANZDOC Universitas Indonesia pada tahun 
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2013.5 Jurnal ini membahas tanggung jawab Bank Syariah terhadap posisinya 

sebagai agen pemasar produk asuransi dalam perspektif hukum.  

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Sugeng Haryadi dan Akh. Yunan 

Athoillah berjudul “Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan 

(Bancassurance) PT Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard 

Bukit Dharmo Surabaya” yang diterbitkan oleh Jurnal OECONOMICUS 

Vol.II No.1 pada bulan Desember 2017.6 Jurnal ini membahas mengenai 

pengelolaan bancassurance di Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya 

yang sesuai dengan akad wak𝑎̅lah bi al-ujrah dan akad tabarru’. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sucia Yossiramah Mahasiswi Fakultas 

Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan 

Kerjasama Bancassurance Pt. Bank Muamalat Dengan Unit Usaha Syariah 

Manulife Indonesia dalam Pemasaran Produk Asuransi Syariah Zafirah 

Proteksi Sejahtera”.7 Skripsi ini membahas tentang bentuk kerja sama antara 

Bank Muamalat dengan Perusahaan Asuransi Manulife yang dilakukan secara 

tertulis. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai kendala dalam 

pelaksanaan kerja sama bancassurance seperti banyaknya peserta asuransi 

yang tidak memahami mengenai manfaat asuransi sehingga sering terjadinya 

                                                           
5 Ayu Novianti Kusuma Astuti, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Syariah 

Selaku Agen Pemasaran Produk Asuransi dalam Skema Kerjasama Bancassurance Berdasarkan 

Prinsip Syariah (Studi Bancassurance Pada Bank Syariah X), Jurnal ANZDOC, (2013). 

6 Sugeng Haryadi, Akh. Yunan Athoillah, Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful 

Pembiayaan (Bancassurance) PT Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit 

Dharmo Surabaya, Jurnal OECONOMICUS, Vol. 2 : 1 (2017). 

7 Sucia Yossiramah, Pelaksanaan Kerjasama Bancassurance Pt. Bank Muamalat Dengan 

Unit Usaha Syariah Manulife Indonesia dalam Pemasaran Produk Asuransi Syariah Zafirah Proteksi 

Sejahtera, Skripsi Universitas Andalas (2019). 
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klaim dari nasabah kepada pihak bank. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang 

diteliti oleh peneliti adalah terdapat pada kendala yang terjadi ketika nasabah 

keberatan dengan potongan ujrah bank. 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Fitriya Handayani Mahasiswi Prodi 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Maulana 

Hasanudin tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Bancassurance di Bank BNI Cabang Cilegon”.8 Skripsi ini membahas 

praktek bancassurance di Bank BNI Cabang Cilegon yang ditinjau dari segi 

hukum Islamnya. Perbedaan antara peneliti dengan skripsi ini adalah terletak 

pada objek penelitiannya yang masih umum mengenai praktiknya, sedangkan 

peneliti mengkhususkan pada penetapan ujrah-nya.  

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Siti Nailul Izzah Mahasiswi UIN 

Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi 

Syariah dengan judul “Strategi Bancassurance Terhadap Pengembangan 

Produk Asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya” pada tahun 

2018.9 Skripsi ini membahas mengenai konsep dan strategi bancassurance 

yang dilakukan dalam rangka pengembangan produk asuransi di PT Asuransi 

Takaful Keluarga Surabaya merupakan kerjasama yang dilakukan perusahaan 

asuransi dengan lembaga keuangan bank maupun non-bank. Perbedaan dari 

                                                           
8 Fitriya Handayani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bancassurance di Bank BNI 

Cabang Cilegon, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanudin (2020). 

9 Siti Nailul Izzah, Strategi Bancassurance Terhadap Pengembangan Produk Asuransi di 

PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2018). 
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skripsi ini dengan yang peneliti tulis adalah peneliti melakukan penelitian pada 

praktik bancassurance di lembaga keuangan syariah perbankan. 

Peneliti disini berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap 

mekanisme penetapan ujrah bancassurance di PT Bank Syariah Indonesia, 

termasuk bagaimana ujrah ditetapkan, dipotong, dan diinformasikan kepada 

nasabah, serta bagaimana kejelasan akad dapat mempengaruhi posisi hukum 

nasabah apabila terjadi keberatan atau sengketa. Penelitian ini sekaligus 

mengisi kekosongan literatur mengenai hubungan antara kejelasan akad, 

praktik pemotongan ujrah, dan potensi gugatan (legal standing) nasabah dalam 

konteks bancassurance di lembaga keuangan syariah. 

E. Kerangka Teoritik 

Peneliti menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan analisis untuk 

memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Teori - teori tersebut antara 

lain: 

1. Teori Asuransi Syariah dan Bancassurance 

Teori yang memberikan gambaran umum mengenai ketentuan-ketentuan 

yang terdapat pada produk asuransi syariah dan bancassurance. Asuransi 

merupakan instrumen keuangan yang berfungsi sebagai sarana pengalihan 

risiko (risk transfer) dari peserta kepada perusahaan asuransi. Dalam 

perspektif Islam, konsep asuransi dikenal dengan istilah ta‘m𝑖n̅ atau 

tak𝑎̅ful, yaitu suatu sistem yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong 

(ta`𝑎̅wun) dan saling melindungi (taḍāmun) antar peserta. Prinsip ini 
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membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional yang 

menekankan mekanisme jual beli risiko.10 

Bancassurance adalah bentuk kerja sama antara bank dan 

perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi melalui jaringan 

bank. Skema ini memungkinkan nasabah memperoleh layanan keuangan 

terpadu, sementara bank mendapatkan ujrah atau imbal jasa atas perannya 

sebagai mitra distribusi.11 Dalam praktiknya, model kerja sama 

bancassurance harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam 

kejelasan akad, pembagian manfaat, serta mekanisme perolehan ujrah. 

2. Teori Akad – Akad dalam Bancassurance 

Sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum 

syariah, terdapat 3 (tiga) jenis akad yang dapat digunakan dalam perjanjian 

bancassurance, yaitu: 

a. Ijārah 

Akad ijārah adalah akad sewa antara mu`jir (pemberi sewa) dengan 

musta`jir (penyewa) atau antara musta`jir dengan aj𝑖r̅ (penyedia jasa) 

untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat barang 

maupun jasa.12 

b. Wak𝑎̅lah bi al-ujrah 

                                                           
10 Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Investasi dan Asuransi Syariah (Jakarta: Kencana, 

2021), hlm. 156 

11 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 178. 

12 Ketentuan Umum, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 

112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. 
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Akad wak𝑎̅lah bi al-ujrah adalah akad pemberian kuasa dari 

muwakkil (الموكل) kepada wak𝑖l̅ (الوكيل) untuk melakukan perbuatan 

hukum tertentu. Sedangkan wak𝑎̅lah bi al-ujrah adalah akad wak𝑎̅lah 

yang disertai dengan ujrah (imbalan). 

c. Ju`𝑎̅lah 

Ju`𝑎̅lah adalah suatu iltizām (tanggung jawab) dalam bentuk janji 

memberikan imbalan tertentu secara sukarela terhadap orang yang 

berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti 

dapat dilaksanakan atau dihasilkan (sesuai dengan yang diharapkan), 

baik pelakunya itu ditentukan atau tidak.13 

3. Teori Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

berfungsi sebagai pedoman normatif agar produk dan aktivitas lembaga 

keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI 

No.139/DSN-MUI/XI/2021 secara khusus mengatur tentang kerja sama 

pemasaran produk asuransi melalui bank (bancassurance). Fatwa ini 

menegaskan bahwa akad bancassurance harus dilaksanakan berdasarkan 

prinsip keadilan, keterbukaan, dan keterhindaran dari unsur riba, gharar, 

dan maisir. 

4. Teori Hukum Ekonomi Syariah 

Aktivitas asuransi syariah dan bancassurance secara fundamental 

berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah 

                                                           
13 Prillah Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 221. 
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sebagai landasan normatif dalam setiap praktiknya. Dalam konteks 

penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek penting yang menjadi landasan 

analisis, yaitu:  

a. Perlindungan Konsumen 

Perlindungan terhadap nasabah merupakan hal fundamental agar 

pihak bank maupun perusahaan asuransi tidak melakukan praktik 

yang merugikan atau menyesatkan. Hal ini menekankan kepada 

prinsip keterbukaan informasi (transparency) dan penghitungan 

ujrah untuk mencegah kerugian konsumen.14  

b. Kejelasan Akad (Tanshīḥ al-‘aqd) 

Kejelasan akad (tanshīḥ al-‘aqd) merupakan syarat mutlak dalam 

kegiatan ekonomi Islam yang harus dipenuhi agar senantiasa 

terhindar dari unsur garar (ketidakpastian). Hal ini mencakup 

kejelasan mengenai objek akad, nilai ujrah, serta hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Dengan adanya kejelasan akad, sengketa 

dapat diminimalisasi dan keadilan bagi seluruh pihak dapat tercapai. 

c. Kejelasan Kontraktual 

Kejelasan kontraktual menekankan pentingnya keseimbangan hak 

dan kewajiban antar pihak dalam akad. Penetapan ujrah harus 

dilakukan secara proporsional, tidak merugikan salah satu pihak, dan 

selaras dengan prinsip taw𝑎̅zun (keseimbangan). Dengan adanya 

                                                           
14 Laila Rahmawati, “Perlindungan Konsumen dalam Produk Bancassurance Syariah,” Al-

Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5:1 (2024), hlm. 77–92. 
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kejelasan kontraktual, hubungan hukum dalam bancassurance 

syariah akan mencerminkan nilai kesetaraan dan kejujuran.15 Dalam 

perspektif syariah, akad harus bebas dari garar. Karena itu, kejelasan 

kontraktual termasuk ke dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi 

syariah, khususnya pada aspek kepastian hukum dan perlindungan 

konsumen.  

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 139 Tahun 2021 

tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah serta 

Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk 

Bank Umum, penelitian ini menyatakan bahwa praktik bancassurance 

dalam pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip transparansi, 

kejujuran, dan keterbukaan informasi kepada nasabah, khususnya terkait 

biaya ujrah yang dikenakan dalam proses pemasaran produk asuransi. 

Oleh karena itu, ketidakpencantuman besaran ujrah dalam cover note atau 

tidak disampaikannya informasi mengenai alokasi dana ujrah sebelum 

akad berpotensi menimbulkan unsur garar dan tadl𝑖s̅, sehingga dapat 

memberikan dasar legal standing bagi nasabah untuk mengajukan 

keberatan atau gugatan, meskipun secara formal perjanjian ujrah 

merupakan perjanjian bilateral antara bank dan perusahaan asuransi. 

Hipotesis ini juga menyatakan bahwa meskipun dalam beberapa 

pandangan akademik disebutkan bahwa nasabah tidak memiliki hak untuk 

                                                           
15 Ahmad Dimyati, “Keadilan Kontraktual dalam Akad Perbankan Syariah,” Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah,Vol. 12:2 (2023), hlm. 145–160. 
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mengetahui besaran ujrah karena bukan pihak dalam akad bank dan 

asuransi, kewajiban penyampaian informasi menurut Fatwa DSN-MUI 

No. 139 tahun 2021 tetap menempatkan nasabah sebagai pihak yang 

berhak memahami setiap komponen biaya yang memengaruhi besaran 

premi dan manfaat polis yang  diterima. Dengan demikian, persetujuan 

nasabah terhadap adanya potongan ujrah tidak serta-merta menghilangkan 

hak nasabah untuk menuntut transparansi apabila terdapat ketidaksesuaian 

dokumen atau keterlambatan pengungkapan informasi. 

Peneliti memprediksi bahwa struktur akad yang paling tepat dalam 

kegiatan bancassurance menurut Fatwa DSN-MUI No. 139 tahun 2021 

adalah akad wakālah bi al-ujrah, Hal ini karena bancassurance merupakan 

jasa pemasaran yang bersifat service-based. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa praktik bancassurance yang tidak mengungkapkan besaran ujrah 

secara jelas dalam dokumen awal seperti cover note atau yang baru 

menyampaikan informasi setelah akad dapat dianggap tidak sejalan 

dengan prinsip keterbukaan dan keadilan sebagaimana ditetapkan dalam 

Fatwa DSN-MUI No. 139/2021 dan POJK 13/2021.  

Penyelesaian permasalahan mengenai penetapan ujrah dalam 

praktik bancassurance di perbankan syariah ini memiliki urgensi yang 

tinggi karena menyangkut perlindungan nasabah dari potensi kerugian 

akibat ketidaktahuan terhadap potongan ujrah, memberikan kejelasan dan 

kepastian hukum demi mencegah perbedaan interpretasi dan potensi 

sengketa, memastikan kepatuhan syariah dengan menghindari adanya 
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unsur garar dan mais𝑖r̅ dalam akad, serta menjaga reputasi lembaga 

keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap industri perbankan syariah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 

research) yang kemudian diolah secara teori. Dalam hal ini penulis akan 

terjun mengamati persoalan mengenai praktik bancassurance di PT Bank 

Syariah Indonesia KCP Purwokerto Sudirman dilihat dari sudut pandang 

Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran 

Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. Data yang diteliti berupa 

dokumen rincian biaya kontribusi, polis asuransi sementara (Cover Note), 

dan konsep kerjasama bancassurance yang dilakukan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini bersifat diskriptif-analitik 

yaitu peneliti menganalisis setiap data dan informasi yang didapatkan 

terkait praktik bancassurance yang ada di PT Bank Syariah Indonesia 

KCP Purwokerto Sudirman yang selanjutnya peneliti akan 

mendeskripsikan hasil penelitian untuk menjawab persoalan yang dibahas 

menggunakan landasan teori yang ada. 

3. Pendekatan 
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Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam melakukan 

penelitian yaitu pendekatan yang berkaitan dengan penilaian subyektif dari 

sikap, pendapat dan perilaku yang didasarkan pada norma atau aturan yang 

berlaku. Penelitian seperti ini adalah bentuk fungsi dari wawasan dan 

kesan peneliti.16 Penelitian hukum menggunakan pendekatan normatif 

(legal research) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni 

menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori 

hukum, dan pendapat para sarjana.17 Dalam hal ini peneliti akan 

menggunakan acuan peraturan yang terdapat pada Fatwa DSN-

MUI  No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi 

Berdasarkan Prinsip Syariah ditambah dengan Salinan Surat Edaran 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran 

Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank 

(Bancassurance), dan beberapa fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-

undangan yang lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data penelitian dengan 

melakukan tanya jawab secara tatap muka dan lisan antara 

                                                           
16 Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif, (Semarang: 

Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 4. 

17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

45. 
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pewawancara (interviewer) dengan terwawancara (interviewee) untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.18 Peneliti 

akan melakukan wawancara terpimpin dengan pihak PT Bank Syariah 

Indonesia KCP Purwokerto Sudirman sebagai agen pemasar produk 

asuransi, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin sebagai pihak asuransi, 

dan beberapa dari nasabah bank. 

b. Observasi 

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuan bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

dihasilkan melalui kegiatan observasi.19 Metode Observasi yang 

digunakan adalah observasi partisipasi, jenis pengamatan yang 

dilakukan dengan aktif terlibat langsung dalam berbagai hal yang 

sedang diobservasi dalam hal ini mengenai proses perjanjian asuransi 

dalam produk pembiayaan yang bertempat di PT Bank Syariah 

Indonesia KCP Purwokerto Sudirman. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui penelaahan 

sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan 

                                                           
18 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga), hlm. 68. 

19 Ibid., hlm. 90. 
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sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan 

peneliti.20 

5. Analisis Data Penelitian 

Setelah melakukan penelaahan terhadap data yang tersedia dari berbagai 

sumber data yang tersedia, peneliti melakukan analisis data metode 

deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang umum untuk mengambil 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah acuan atau konsep yang digunakan untuk 

mempermudah peneliti dalam menuliskan hasil penelitiannya. Sistematika 

pembahasan yang digunakan oleh peneliti kali ini disusun secara sistematis bab 

per bab agar dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca.  

Pada Bab I, terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Pada bab ini, peneliti juga membahas mengenai manfaat dari 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Pada Bab II, berisikan pemaparan mengenai teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu berupa teori asuransi, teori akad dalam 

bancassurance, dan teori mengenai fatwa DSN-MUI No.139/DSN-

MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip 

                                                           
20 Ibid. hlm. 114. 
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Syariah, serta dijelaskan juga mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi 

syariah yang terdapat pada fatwa sebagai dasar analisis penelitian. 

Pada Bab III, peneliti akan memaparkan gambaran umum mengenai PT 

Bank Syariah Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Perbankan 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purwokerto Sudirman dan PT Asuransi Jiwa 

Syariah Al Amin sebagai pihak asuransi, praktik bancassurance serta pola 

kerja sama bancassurance yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut. 

Selain itu, peneliti menekankan bahwa kajian ini memiliki keterkaitan erat 

dengan implementasi perjanjian bancassurance. 

Pada Bab IV, berisikan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

identifikasi permasalahan penetapan ujrah berdasarkan perspektif fatwa DSN-

MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi 

Bedasarkan Prinsip Syariah, analisis akad dan hukum penetapan ujrah 

bancassurance serta upaya penyelesaian permasalahan serta prospek 

kedepannya mengenai prosedur penetapan ujrah berdasarkan fatwa tersebut. 

Selanjutnya pada Bab V, berisikan hasil kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan dan saran yang diberikan terkait penelitian yang telah 

dilakukan. Pada bagian terakhir, terdapat daftar pustaka yang berisikan sumber 

literatur berupa jurnal, buku, dan sumber literatur lainnya yang menjadi bahan 

rujukan penulisan penelitian.
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan oleh peneliti pada bab-bab 

sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik penetapan ujrah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto 

Sudirman menunjukkan bahwa besaran ujrah tidak selalu dicantumkan 

secara eksplisit dalam cover note. Ujrah biasanya diperhitungkan dari premi 

asuransi yang dibayarkan nasabah, dan mekanisme distribusinya diatur 

melalui perjanjian bilateral antara bank dan perusahaan asuransi. Praktik ini 

menempatkan bank lebih sebagai pihak yang memiliki kepentingan 

komersial dalam pemasaran produk, bukan sebagai penanggung risiko, 

sehingga ujrah lebih bersifat berbasis hasil pencapaian penjualan.  

2. Perjanjian Bancassurance yang dilakukan oleh PT Bank Syariah KCP 

Purwokerto Sudirman dengan pihak asuransi, dalam hal ini salah satunya 

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, menggunakan model bisnis referensi 

dengan akad ju‘ālah. PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwokerto 

Sudirman dalam hal ini sebagai pemasar produk asuransi PT Asuransi Jiwa 

Syariah Al Amin mendapatkan ujrah atau imbalan bank ketika target dari 

penjualan produk pembiayaan yang disertai asuransi tercapai tanpa 

menanggung resiko polis atau manfaat asuransi. 

3. Fatwa DSN-MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 menjelaskan bahwa akad 

bancassurance yang sah secara syariah menuntut keterbukaan informasi 
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terkait hak dan kewajiban semua pihak. Ketidakjelasan ujrah dalam cover 

note berpotensi menimbulkan garar, khususnya jika akad yang digunakan 

adalah wakālah bi al-ujrah. Apabila akad ju‘ālah yang digunakan, 

ketidakjelasan ini tidak melanggar prinsip syariah karena hak atas ujrah 

hanya mengikat bank dan perusahaan asuransi. Meskipun demikian, dari 

perspektif etika syariah dan perlindungan konsumen, bank tetap memiliki 

kewajiban moral untuk menyampaikan informasi yang transparan agar 

nasabah dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak dirugikan. 

B. Saran 

1. PT Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan perbankan syariah terbesar 

di Indonesia harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam 

kegiatannya agar terhindar dari segala hal yang mengandung unsur garar 

dan maisir. 

2. Perlu adanya Fatwa terbaru dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia yang mengatur secara jelas mengenai regulasi penetapan ujrah 

banccassurance dan akad-akad yang digunakan agar tidak terjadi 

ketidakjelasan dalam prosesnya. 
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